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Abstrak
 

Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap

Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan

kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas

pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan

persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan

tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal

persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan

fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan

memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

......This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as

public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014

Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of

Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for

the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the

calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant

this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was

abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or

rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the

Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide

clear indicators in relation to such authority.
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